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ABSTRAK 
Nama : Darmianti  
Nim  : 20300112011 
Judul Skripsi     : “Efektivitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di 
SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone” 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana manajemen berbasis sekolah 
di SMA Negeri 1 Ajangale, pokok masalah tersebut selanjutnya dipecahkan kedalam 
beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Penerapan manajemen 
berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone, 2) Efektivitas penerapan 
manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone, 3) Faktor yang 
menjadi penghambat dan pendorong penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA 
Negeri 1 Ajangale. 
Jenis penelitian ini adalah ex post facto dengan pendekatan kualitatif. Adapun 
sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf tata 
usaha, guru dan pesertadidik.Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu penyajian datanya dengan 
melalui empat tahapan, yaitu: menelaah data, reduksi data, penyusunan data dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam rangka penerapan manajemen 
berbasis sekolah SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone menerapkan lima komponen 
sekolah, yaitu: manajemen pendidik dan kependidikan, manajemen kurikulum, 
manajemen peserta didik, manajemen keuangan dan manajemen humas. Ada 
beberapa hal yang menjadi penghambat penerapan manajemen berbasis sekolah salah 
satu keterbatasan dana dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, akan 
tetapi semua itu tidak menghalangi SMA Negeri 1 Ajangale Kab.Bone untuk terus 
melakukan inovasi-inovasi untuk tetap berkembang. Motivasi untuk tetap 
berkembang menjadi sekolah yang lebih unggul menjadi salah satu faktor pendukung 
dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale Kab.Bone, 
meskipun pada kenyataanya penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 
1 Ajangale Kab.Bone bisa dikatakan di bawah standar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses pendewasaan manusia untuk 
menjadi pribadi yang bijaksana. Pendidikan dapat dikatakan sebagai penolong dalam 
menjalani kehidupan yang terus berkembang. Tanpa pendidikan manusia tidak akan 
maju dan takkan mampu untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan 
perkembangan zaman. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan 
mengembangkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pendidikan memiliki 
andil yang sangat besar dalam perkembangan suatu bangsa. 
Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ar Ra’d  ayat 11 : 
.…                …. 
Artinya : 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.1 
Potongan ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jika bangsa 
Indonesia ingin melakukan perubahan khususnya melalui jalur pendidikan, maka 
yang dapat melakukan perubahan adalah bangsa Indonesia sendiri.Khusus melalui 
                                                 
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Surabaya : 
Mahkota, 1989), h. 370. 
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jalur pendidikan, tentunya yang dapat melakukan perubahan adalah orang-orang yang 
berkompeten dan ahli di dalam. Dalam salah satu hadist disebutkan 
اَِذإ  َﺪ ﱢﺳُو  ُﺮَْﻣْﻷا َﻰِﻟإ  ِﺮْﯿَﻏ  ِِﮫﻠَْھأ  ِﺮَِﻈﺘْﻧَﺎﻓ  َﺔَﻋﺎ ﱠﺴﻟا) يرﺎﺨﺒﻟا(  
Artinya: 
“Bila suatu urusan dikerjakan oleh orang tak ahli, maka tunggulah 
kehancurannya.” (H.R. Bukhari)2 
Dari hadist tersebut kita bisa mengacu bahwa segala urusan terutama 
pendidikan, harus diserahkan kepada orang yang ahli dalam pendidikan, dengan 
mengacu pada hadist tersebut tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan yang 
diamanatkanoleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional bahwa; Tujuan pendidikan nasional adalah untuk 
berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusiayang beriman dan 
bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, 
kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.3 
Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 
(PROPENAS) dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan 
di indonesia, yaitu (1) mempertahangkan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang 
                                                 
2 Zainuddin Hamidy dkk.,Terjemahan Hadist Shahih Bukhari (Jakarta : Widjaya, 1969), 
hadist nomor 49, h. 45. 
3 Hasbullah, Dasar-dasar  Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 307 
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telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu 
bersaing dalam pasar kerja global; dan (3) sejalan dengan berlakukannya otonomi 
daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan 
penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, 
memerhatikan keberagamaan, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, 
serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.4 
Dengan kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2004 (dimulai dengan UU Nomor 29 
Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah 
diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, memungkinkan daerah 
untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan 
daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemberlakuan otonomi daerah 
tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, 
yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan 
pendidikan.5 
Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian 
pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya 
peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menurut 
pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi 
                                                 
4 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap 
Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers,2010), h 1. 
5 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap 
Penyelenggaraan Pendidikan, h. 2 
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seluruh keiginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara 
efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada disekolah. Dalam kerangka 
inilah, MBS tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang 
ditawarkan. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah 
untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efesien dan 
pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat 
serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.6 
Hasil obsevasi awal, penulis menemukan bahwa SMA Negeri 1 Ajangale 
Kab.Bone telah menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah.Melalui penerapan 
manajemen berbasis sekolah lebih leluasa dalam mengembangkan program-program 
yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki sekolah, guna menjaga 
eksistensinya di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat dang tingginya 
kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sekitar terhadap SMA Negeri 1 
Ajangale Kab. Bone. 
Berdasarkan deskripsi diatas, maka penulis akan melakukan penelitian ilmiah 
tentang “Efektivitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA Negeri 
1 Ajangale Kab. Bone’ Kab. Bone”. 
  
                                                 
6  Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosda Karya,2004), h. 11. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan  Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 
Ajangale Kab. Bone? 
2. Bagaimana efektifitas penerapan Manajemen Berbasis Sekolahdi SMA 
Negeri 1 Ajangale Kab. Bone?  
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 
efektifitas penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 
Ajangale Kab. Bone? 
C. Definisi Fokus 
Dalam manajemen berbasis sekolah artinya memberikan kewenangan dan 
tanggung jawab secara luas untuk mandiri, maju dan berkembang berdasarkan 
kebijakan dasar pengelolaan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 
Keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah dapat dikategorikan menjadi 
beberapa aspek yaitu, manajemen sekolah, dengan indikator (1) Efektivitas proses 
pemebelajaran, (2) Kepemimpinan Kepala Sekolah, (3) Manajemen tenaga 
kepandidikan, (4) Manajemen kurikulum, (5) Manajemen peserta didik, (6) 
Manajemen keuangan (7) Partisipasi warga sekolah dan masyarakat.  
Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 
Efektivitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah sebagai model 
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penerpan manajemen sekolah dalam kebijakan desentralisasi bidang pendidikan, yang 
ditandai dengan indikator yang telah disebutkan di atas. 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Mengetahui penerapan  Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale 
Kab. Bone. 
b. Mengetahui efektifitas penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 
Ajangale Kab. Bone. 
c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Manajemen Berbasis 
Sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 
tentang penerapan  manajemenberbasis sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale Kab. 
Bone. 
b. Secara praktis 
1) Bagi pembaca, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran 
mengenai penerapan manajemen berbasis sekolah. 
2) Bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran dan sebagai persyaratan dalam 
meraih gelar sarjana.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah  
Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penggunaan 
sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran” atau “pimpinan yang 
bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.7 
Definisi Manajemen dalam pandangan para Ahli sebagai berikut: 
Lewis mengemukakan bahwa, “The process of administering and coordinating 
resources effectively and efficien tly in an effort to achieve the goals of the  
organization”. Dengan kata lain manajemen merupakan proses mengelola dan 
mengkoordinasi sumber daya-sumber daya secara efektif dan efisien sebagai usaha 
untuk mencapai tujuan organisasi.8 Hal yang sama dikemukakan Prajudi 
Atmosudirdjo, bahwa manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan  daripada 
semua faktor  dan sumberdaya, yang menurut suatu perencanaan (planning) , 
                                                 
7 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) 
8 Lewis Dkk, Management; Challenge For Tomorrow’s Leaders, (Cet. IV; Thompson South 
Wetern, 2004), h. 5. 
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diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang 
tertentu.9 
Menurut Sondang P. Siagiang, manajemen dapat didefinisikan  sebagai 
kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka 
pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain’. Dengan demikian dapat pula 
dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.10 
Sedangkan menurut George R. Terry, manajemen merupakan sebuah proses yang 
khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : Perencanaan, pengorganisasian, 
menggerakan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta 
sumber-sumber lain.11 
Setelah melihat beberapa pendapat para ahli penulis berkesimpulan bahwa, 
manajemen adalah proses perecanaan, pengorganisasian, pengaplikasian, sampai 
pengawasan dengan mendayagunakan semua sumber daya yang terlibat di dalamnya 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Istilah Manajemen Bebasis Sekolah (MBS) yang merupakan terjemahan dari 
School Based Management (SBM) pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika 
                                                 
9 Prajudi Atmosudirdjo, Administrasi dan Manajemen Umum, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia,1982), h. 124. 
10 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 5. 
11 George R. Terry, Asas-Asas Manajemen, (Terj. Winardi, Bandung: Alumni, 1986), h. 4. 
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relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat 
dipertanyakan oleh masyarakat pada tahun 1970-an. School Based Management 
adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meredisain pengelolaan sekolah 
dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup, guru, peserta 
didik, kepala sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat.12 
Suparlan mengemukakan bahwa, Manajemen Berbasis Sekolah adalah satu 
strategi untuk meningkatkan sekolah dengan menyerahkan otoritas pengambilan 
keputusan secara signifikan dari negara dan kabupaten kepada satuan pendidikan 
sekolah secara individual. MBS menyediakan para kepala sekolah, guru-guru, para 
siswa, dan para orang tua siswa, untuk melakukan pengawasan secara lebih besar 
terhadap proses pendidikan dengan memberikan tanggung jawab untuk pengambilan 
tentang anggaran, personel, dan kurikulum.13 
BPPN dan Bank Dunia memberi peringatan bahwa MBS atau SBM 
merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang 
pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi 
masyarakat dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.14 Sedangkan di 
                                                 
12 Nanang Fattah, Konsep MBS dan Dewan Sekolah, (Bandung: C.V Pustaka Bani Quraisy, 
2003), h. 19. 
13 Suparlan, Manajemen Berbasis Sekolah: dari Teori sampai dengan Praktek (Jakarta:PT 
Bumi Aksara, 2013), h. 49. 
14 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 11. 
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dalam UU RI NO.20 th. 2003 tentang SISDIKNAS pasal 51 Ayat (1) yang dimaksud 
dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite 
sekolah/madrasah dalam mengelolah kegiatan pendidikan.15 
Senada dengan itu, DEPDIKBUD mengemukakan bahwa manajemen berbasis 
sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan 
yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta didik. Otonomi dalam pengelolaan 
pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, 
menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan 
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Otonomi sekolah juga 
berperan dalam menampung consensus umum tentang pemberdayaan sekolah, yang 
meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan 
seharusnya dibuat oleh mereka yang berada di garis depan (line staf), yang 
bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan, dan yang 
terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut, yaitu guru dan kepala sekolah16 
Hal yang sama dikemukakan oleh  Rohiat, bahwa MBS dapat diartikan 
sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan taggung 
jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada 
sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, peserta 
didik, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua peserta didik, tokoh 
                                                 
15 DPR dan Presiden RI, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 
(Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 55. 
16  E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 12. 
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masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 
kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk 
mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah 
serta masyarakat atau stakeholder yang ada.17 
Definisi yang lebih luas tentang MBS dikemukakan oleh Wohlstetter dan 
Mohrman, yaitu sebuah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah 
dengan memberikan kemenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada 
tingkat local guna memajukan sekolahnya. Partisipan lokal sekolah tak lain adalah 
kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua 
peserta didik, masyarakat sekitar, dan peserta didik.18 
Sedangkan pengertian Manajemen Berbasis Sekolah menurut Suparman  
adalah : 
Penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan 
melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara  
langsung dalam proses pengambilan   keputusan  untuk   memahami  
kebutuhan   mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam 
Pendidikan Nasional.19 
                                                 
17 Rohiat, Manajemen Sekolah ; Teori Dasar dan Praktik (Bandung: PT.Refika 
Aditama,2012), h. 47. 
18 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap 
Penyelenggaraan Pendidikan, h. 67. 
19 Eman Suparman, Manajemen Pendidikan Masa Depan (Jakarta: Balitbang Dikdasmen 
Depdikbud, 2002), h. 1 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) adalah model pengelolaan yang memberikan kewenangan lebih besar 
kepada sekolah untuk mengelolah, mengarahkan dan mendayagunakan sumber 
internalnya secara efektif dan efesien sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu 
atau berkualitas yang tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional. 
Ciri-ciri  Manajemen  Berbasis  Sekolah  menurut  Nurkholis adalah :20 
1. Adanya otonomi yang kuat pada tingkat sekolah. 
2. Adanya peran serta aktif masyarakat dalam pendidikan. 
3. Proses pengambilan keputusan yang demokratis, berkeadilan, menjunjung 
tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pendidikan. 
4. Menggerakkan sumber daya yang ada secara efektif. 
5. Memahami peran dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. 
6. Mendapat dukungan birokrasi/instansi atasannya. 
7. Meningkatkan kinerja sosialisasi konsep-konsep MBS, pelatihan- pelatihan 
MBS, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasiatas pelaksanaan di 
lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan. 
  
                                                 
20 Nurkholis, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Strategi Sukses Implementasi MBS (Jakarta, 
Depdikbud, 2002), h. 2. 
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Menurut Bellen dkk., Manajemen Berbasis Sekolah dapat ditinjau dari 3 
perspektif, yaitu penyelenggaraan sekolah, kinerja kepala sekolah, dan peran serta 
masyarakat. Secara lebih terperinci hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :21 
1. Penyelenggaraan Sekolah 
Penyelenggaraan  Sekolah  menurut  konsep  Manajemen Berbasis Sekolah ditandai 
dengan hal-hal sebagai berikut : 
a. Meningkatnya peran  serta BP3/Komite Sekolah dan  masyarakat untuk 
mendukung kinerja sekolah. 
b. Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan  
tujuan  pendidikan,  bukan  hanya untuk  kepentingan administrasi/birokrasi. 
c. Menerapkan prinsip efektivitas dari efisien dalam menggunakan sumber daya 
sekolah (Personil, Keuangan, Sarana, dan Prasarana). 
d. Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan 
sekolah (walau berbeda dengan polaumum/kebiasaan). 
e. Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada pemerintah 
dan masyarakat. 
f. Meningkatkan profesionalisme personil sekolah. 
g. Meningkatkan kemandirian sekolah di segalabidang. 
  
                                                 
21 Bellen S. dkk.,Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: UNESCO-UNICEF-DEPDIKBUD, 
1991), h. 11. 
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2. KepalaSekolah 
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada sebuah sekolah 
maka unsur pengelola pendidikan sangatlah menentukan, khususnya kepala sekolah. 
Dalam hal ini Kepala Sekolah memiliki peranan penting untuk memberdayakan 
tenaga-tenaga pendidikan pada sebuah sekolah yang dipimpinnya secara optimal. 
Untuk pelaksanaan Program Manajemen Berbasis Sekolah diperlukan peran 
Kepala Sekolah yang memiliki kemampuan sebagai berikut : 
a. Mampu menjabarkan terhadap sumberdaya yang ada. 
b. Mengelola dan mengkoordinasi Proses Belajar Mengajar. 
c. Mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. 
d. Mengelola sumber daya yang terbatas. 
3. Partisipasi Masyarakat (StakeHolders) Pendidikan 
Sedangkan bentuk peran serta masyarakat menurut Dirjen Dikdasmen 
(2001:5), meliputi : pendirian, pengadaan, pemberian bantuan tenaga pendidikan, 
pengajaran, bimbingan, tenaga ahli, dana, gedung, tanah, buku, magang kerja, 
manajemen, pemikiran dan penelitian.22 
B. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah 
Tujuan pendidikan dimulai dari tujuan yang sederhana sampai tujuan yang 
kompleks. Pada tingkat sekolah, sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam 
pendidikan yaitu terdapat suatu tujuan sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan di 
                                                 
22 Dirjen Dikdasmen, Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar (Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional, 2001), h. 5. 
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sekolah diperlukan kerja sama antara semua personel sekolah dan orang di luar 
sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah. Kerja sama dalam sekolah ini harus 
dibina sehingga semua yang terlibat dalam urusan sekolah dapat memberikan 
sumbangan secar maksimal.23 
Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah 
untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan 
teknologi yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan dapat di jadikan 
landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan 
berkelanjutan baik secara mikro, maupun makro.24 
Kehadiran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia dilatar belakangi 
oleh fakta yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. 
Rendahnya kualitas pendidikan ini ditandai dengan adanya beberapa indikator, di 
antaranya pelajar dan mahasiswa didik Indonesia tidak dapat bersain dengan taraf 
internasional; peringkat sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia belum bisa 
menduduki peringkat atas; lulusan sekolah dan perguruan tinggi tidak sanggup 
berkompetisi dalam merebut pasaran kerja nasional ataupun internasional; dan paling 
                                                 
23 Mohammad Mahfud, “Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP 
Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta”, Skripsi (Yokyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 
2010), h. 15. 
24 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,h. 25. 
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parah bagi lulusan pendidikan kita tidak dapat membentuk manusia yang bertanggung 
jawab, jauh dari harapan dan cita-cita pendidikan nasionalnya.25 
Sejak tahun 1999 dengan istilah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
sekolah (MPMBS) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebenarnya sudah mulai 
dirintis. Model manajemen tersebut diujicobakan pada banyak sekolah dasar dan 
menengah yang tersebar diseluruh Indonesia sampai tahun 2004. Model manajemen 
yang berkaitan dengan keuangan ini ternyata masih menimbulkan kasus-kasus yang 
tidak diinginkan meskipun telah dilakukan antisipasi sejak awal oleh pemerintah 
dengan penyaluran dana langsung melalui rekening sekolah. 
Secara umum MBS bertujuan untuk menjadikan agar sekolah lebih mandiri 
atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi); fleksibilitas 
yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelolah sumber daya; dan mendorong 
partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.26 
Senada dengan hal itu Rohiat mengemukakan bahwa, manajemen berbasis sekolah 
bertujuan meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan 
tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan 
prinsip-prinsip tatapengolaan sekolah yang baik, yaitu partisipasi, transparasi dan 
                                                 
25 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap 
Penyelenggaraan Pendidikan, h. 70 
26 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap 
Penyelenggaraan Pendidikan,h. 72 
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akuntabilitas, kinerja sekolah meliputi meningkatkan kualitas, efektifitas, efesien, 
produktifitas, dan inovasi pendidikan.27 
Sementara itu, menurut Direktorat SLTP Departemen Pendidikan Nasional 
(2002), secara khusus tujuan penerapan MBS adalah: 
1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, 
fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, 
dan inisyatif sekolah dalam mengelolah, memanfaatkan, dan memberdayakan 
sumber daya yang tersedia; 
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama; 
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua masyarakat, dan 
pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah; 
4. Meningkatka kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan mutu 
sekolah. 
Melalui MBS, pemecahan internal sekolah, baik menyangkut proses 
pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya tidak perlu diangkat ke tingkat 
pemerintah daerah apalagi sampai ke pusat cukup dibicarakan di dalam sekolah 
dengan masyarakat. Pemerintah (pusat dan daerah) hanya bertugas memberikan 
fasilitas dan bantuan pada saat sekolah dan masyarakat menemui jalan buntu dalam 
suatu pemecahan masalah. 
                                                 
27 Rohiat, Manajemen Sekolah ; Teori Dasar dan Praktik, h. 49. 
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Dapat disimpulkan bahwa, tujuan manajemen kelas adalah meningkatkan 
mutu pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan seluruh warga 
sekolah, serta menjadikan sekolah lebih mandiri dengan mengelolah sendiri sumber 
daya yang ada. 
C. Manajemen Komponen-Komponen Sekolah 
Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir 
sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup bidang kajian manajemen 
sekolah juga merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. 
Namun demikian, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan luas daripada 
manajemen sekolah. Dengan perkataan lain, manajemen sekolah sebagai salah satu 
komponen dari sistem pendidikan yang berlaku. Manajemen sekolah terbatas pada 
satu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem 
yang lebih luas dan besar (suprasistem) secara ragional, nasional, bahkan 
internasional.28 
Dalam rangka MBS, ada tujuh komponen sekolah yang harus dikelolah 
dengan baik, antara lain; 
1. Manajemen kurikulum dan program pengajaran 
Kurikulum merupakan salah satu subtansi manajemen sekolah/madrasah yang 
sangat vital.Oleh karenanya, kurikulum perlu dikelolah dengan sebaik-baiknya. 
Istilah umum kurikulum merupakan segala pengalaman pendidikan yang diberikan 
                                                 
28 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,h. 39. 
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oleh sekolah kepada seluruh peserta didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah 
maupun di luar sekolah. Pengalaman peserta didik di sekolah dapat diperoleh melalui 
berbagai kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar 
kelas.29 
Manajemen kurikulum  dan program pengajaran merupakan bagian dari MBS. 
Manajemen kurikulum mencakup segala hal yang berkaitan dengan kurikulum mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penilaian kurikulum. Departemen 
Pendidikan Nasional pada umumnya telah melakukan perencanaan dan 
pengembangan kurikulum nasional pada tingkat pusat.Maka dari itu, sekolah 
memiliki peranan penting dalam merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum 
tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu, sekolah juga memiliki 
wewenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan lingkungan setempat. 
2. Manajemen tenaga kependidikan 
Keberhasilan seorang pimpinan dalam mengelolah tenaga kependidikan dalam 
sekolah sangat menentukan keberhasilan MBS.Manajemen tenaga kependidikan 
bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien 
untuuk mencapai hasil yang optimal dalam kondisi yang tetap nyaman.  
  
                                                 
29 M.Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan: Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga 
Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islam) (Lombok: Holistica, 2012), h. 71. 
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Komponen manajemen kependidikan ada tujuh antara lain: 
a. Perencanaan pegawai 
b. Pengadaan pegawai 
c. Pembinaan pegawai 
d. Promosi dan mutasi pegawai 
e. Pemberhentian pegawai 
f. Konpensasi 
g. Penilaian pegawai 
h. Manajemen kesiswaan 
Salah satu bidang operasional MBS adalah manajemen kesiswaan atau 
manajemen peserta didik. Manajemen kesiswaan mencakup pengelolaan dan 
pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk 
sampai dengan keluarya peserta didik tersebut dari sekolah. Manajemen kesiswaan 
meliputi aspek yang luas yang secara operasional dapat membantu upaya 
pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan, bukan 
hanya berbentuk pencatatan data peserta didik. 
3. Manajemen keuangan dan pembiayaan 
Komponen yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan 
adalah keuangan dan pembiayaan. Komponen keuangan dan pembiayaan menentukan 
terlaksananya kegiatan seluruh komponen-komponen yang ada di sekolah terutama 
kegiatan belajar mengajar. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelolah 
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sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 
4. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan 
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 
dipergunakan dan menunjang proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, 
meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran lainnya. Adapun yang dimaksud 
prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya 
peroses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan 
menuuju sekolah, akan tetapi apabila dimanfaatkan secara langsung untuk peroses 
pembelajaran seperti kebun untuk pelajaran biologi, halaman sekolah sebagai 
lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.30 
5. Manajemen Humas 
Salah satu karakteristik dari MBS adalah meningkatkan partisipasi 
masyarakat. Dalam hal ini hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya 
merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan 
pertumbuhan pribadi peserta didik. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial 
merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. 
Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam mencapai 
tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus 
                                                 
30 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,h. 49. 
22 
 
menunjang pencapaian atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan 
pendidikan. 
6. Manajemen Layanan Khusus 
Yang termasuk dalam manajemen layanan khusus adalah manajemen 
perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah.Komponen-komponen tersebut juga 
tidak dapat dipisahkan dari implementasi MBS. Ketiga komponen tersebut 
memberikan konstribusi yang sangat penting dalam menunjang pencapaian tujuan 
pendidikan. 
D. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah 
Secara yuridis, penerapan MBS dijamin oleh peraturan perundang-undangan 
berikut:31 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal 5 ayat (1) “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasankan standar pelayanan 
minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200 Tentang Program pembangunan 
Nasional Tahun 2000-2004 pada Bab VII Tentang Pembagian Program 
Pembangunan Bidang Pendidikan, Khususnya sasaran (3), yaitu “terwujudnya 
manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (school 
community based management)”; 
                                                 
31 Rohiat, Manajemen Sekolah ; Teori Dasar dan Praktik, h. 51. 
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3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 
4. Kepmendiknas Nomor 087 tahun 2004 tentang Standar Akreditasi Sekolah, 
khususnya tentang manajemen berbasis sekolah; dan 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah, yaitu manajemen 
berbasis sekolah. 
Secara umum pergeseran dimensi pendidikan dari manajemen berbasis pusat 
menjadi manajemen berbasis sekolah sesuai pada dasarnya Undang-Undang Nomor 
32 tentang pemerintah daerah (Otonomi Daerah Tahun 2004 beserta jumlah Peraturan 
Pemerintah (PP)  sebagai pedoman pelaksanaannya, terutama PP tentang pembagian 
urusan bidang pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan seekolah harus dijadikan 
acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanggung jawab sekolah dalam kerangka 
MBS sebagai berikut:32 
1. Proses belajar mengajar. 
2. Perencanaan dan evaluasi program sekolah. 
3. Pengelolaan kurikulum. 
4. Pengelolaan ketatanegaraan. 
5. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan. 
6. Pengelolaan keuangan. 
7. Pelayanan peserta didik. 
                                                 
32 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktek (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 46. 
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8. Hubungan sekolah dan masyarakat. 
9. Pengelolaan iklim sekolah. 
Konsep manajemen berbasis sekolah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 
esiensinya dan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi sekolah partisipasi warga 
sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan fleksibilitas 
pengelolaan sumber daya sekolah. Konsep ini membawa konsekuensi bahwa 
pelaksanaan MBS sudah sepantasnya menerapkan pendekatan ideographic 
(membolehkan adanya berbagai cara melaksanakan MBS). Oleh karena itu dalam arti 
yang sebenarnya tidak ada suatu resep pelaksanaan MBS yang sama untuk diperlukan 
ke semua sekolah. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa mengubah 
pendekatan manajemen meningkatkan mutu berbasis sekolah bukan proses sekali jadi 
dan akan langsung bagus hasilnya (one school and quick fix) tetapi merupakan proses 
yang berlangsung secara terus menerus dan melibatkan semua pihak yang 
berttanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan persekolahan. Adapun 
tahap pelaksanaannya sebagai berikut:33 
1. Melakukan sosialisasi MBS, sekolah merupkan sistem yang terdiri atas unsur-
unsur yang saling terkait oleh karena itu, hasil kegiatan pendidikan di sekolah 
merupakan hasil kolektif dari semua unsur sekolah. 
                                                 
33 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktek, h. 47. 
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2. Memperbanyak mikro sekolah esensinya MBS adalah meningkatkan otonomi 
sekoalah fleksibilitas dan peningkatan partisipasi dari warga sekolah maupun 
masyarakat di sekitarnya melalui perwakilan komite sekolah. 
3. Merumuskan kembli aturan sekolah peran unsur-unsur sekolah, serta 
kebiasaan dan hubungan antara sekolah, pergeseran dari manajemen berbasis 
pusat (sentralistik) menuju manajemen berbasis sekolah memerlukan 
peninjauan kembali terhadap aturan sekolah. 
4. Menerapkan prinsip-prinsip MBS yang baik, MBS akan berhasil dengan baik 
jika sekolah menerapkan prinsip-prinsip yang baik pula, prinsip-prinsip yang 
baik pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip tata pengelola atau tata 
pemerintahan. 
5. Mengklafikasi fungsi dan aspek manajemen pendidikan (sekolah). 
6. Meningkatkan kapasitas sekolah. 
7. Merestribusi kewenangan dan tanggung jawab dalam era sentralisitik. 
8. Menyusun rencana pengembangan sekolah (RPS) melaksanakan monitor dan 
mengevaluasinya. Sekolah melaksanakan MBS diharapkan dapat menyusun 
desain dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. 
Penerapan  MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung 
oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoprasikan sekolah, dana yang 
cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana 
yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan 
masyarakat (orang tua) yang tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas 
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yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi 
mecakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut 
perencanaan, pendanaan, maupun efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem 
sekolah. 34 
Kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan 
pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan untuk menerapkan manajemen 
berbasis sekolah. Kepala sekolah juga dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai 
manajer sekolah dalam meningkatkan proses belajar mengajar, dengan melakukan 
supervise kelas, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru. Di 
samping itu, kepala sekolah juga harus mencari informasi-informasi yang up to date 
untuk perkembangan sekolahnya. 
Dalam rangka penerapan  MBS secara efektif dan efisien, guru juga memiliki 
peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, oleh karena itu, harus 
mampu berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Seorang guru harus 
mengorganisasikan kelasnya dengan baik.Suasan kelas yang menyenangkan dan 
penuh disiplin sangat diperlukan untuk mendorong semangat belajar peserta didik. 
  
                                                 
34 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,h. 58. 
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MBS diterapkan dengan alasan sebagai berikut:35 
1. Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, sekolah akan 
lebih inisiatif dan kreatif dalam meningkatkan dalam meningkatkan mutu 
sekolah; 
2. Dengan memberikan fleksibilitas / keluwesan yang lebih besar kepada sekolah 
untuk mengelolah sumber dayanya, sekolah akan lebih luwes dan lincah 
dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal 
untuk meningkatkan mutu sekolah; 
3. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi 
dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang 
tersedia untuk memajukan sekolahnya; 
4. Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya, khususnya input pendidikan yang 
akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai 
dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik; 
5. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk 
memenuhi kebutuhan  sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa 
yang terbaik sekolahnya; 
6. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efesien dan efektif jika dikontrol 
oleh masyarakan setempat 
7. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dan pengambilan 
keputusan sekolah menciptakan transparansi dan akuntbilitas sekolah; 
                                                 
35 Rohiat, Manajemen Sekolah ; Teori Dasar dan Praktik, h. 51. 
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8. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing 
kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat sehingga ia akan 
berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sinaran 
mutu pendidikan yang telah direncanakan; 
9. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain 
dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif yang 
didukung oleh orangtua peserta didik, masyarakat sekitar, dan pemerintah 
daerah setempat; dan 
10. Sekolah dapat segera merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang 
berubah dengan cepat. 
MBS memerlukan upaya-upaya integrasi dan penyelarasan sehingga 
penerapan peraturan berbagai komponen sekolah tidak akan terjadi tumpang tindih, 
berbenturan, saling lempar tugas dan tanggung jawab. Dengan begitu, tujuan yang 
telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efesien, penerapan MBS dalam 
kerangka desentralisasi pendidikan ini memiliki beberapa faktor yang perlu 
diperhatikan, sebagai berikut:36 
1. Sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara 
transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan tanggung jawab terhadap 
masyarakat maupun pemerintah. 
                                                 
36 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap 
Penyelenggaraan Pendidikan, h. 81. 
29 
 
2. Peranan pemerintah merumuaskan kebijakan pendidikan yang menjadi 
prioritas nasional dan merupakan pelaksanaan MBS. Sekolah menjabarkan 
sesuai dengan potensi lingkungan sekolah. 
3. Perlu dibentuk School Council (dewan sekolah / komite sekolah) yang 
keanggotaannya terdiri dari guru, kepala sekolah, orang tua peserta didik, dan 
masyarakat. 
4. MBS menuntut perubahan perilaku kepala sekolah, guru, dan tenaga 
administrasi menjadi lebih profesional dan manajerial dalam pengoprasian 
sekolah. 
5. Dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen yang 
terkait dengan MBS perlu diadakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan 
sejenisnya. 
6. Keefektifan MBS dapat dilihat dari indikator-indikator sejauh mana sekolah 
dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses pembelajaran, 
pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi. 
Dalam penerapan MBS ada beberapa komponen yang perlu dimonitor dan 
dievaluasi, yaitu: 
1. Konteks 
Konteks adalah eksternalitas sekolah berupa demand and support (permintaan 
dan dukungan) yang berpengaruh pada input sekolah. Dalam istilah lain, konteks 
sama artinya dengan istilah kebutuhan. Alat yang tepat untuk melakukan evaluasi 
konteks konteks adalah penilaian kebutuhan (needs assessment). 
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2. Input 
Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia dan siap karena dibutuhkan 
untuk kelangsungan proses. Sesuatu yang dimaksud tidak harus berupa barang, tetapi 
juga dapat berupa perangkat-perangkat lunak dan harapan-harapan sebagai pemandu 
bagi berlangsungnya proses, secara garis besar, input dapat diklasifikasi menjadi tiga 
yaitu harapan, sumber daya, dan input manajemen. Harapan-harapan terdiri atas visi, 
misi, tujuan, dan sasaran sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya 
manusia dan sumber daya selebihnya (uang, perelatan, perlngkapan, bahan). Input 
manajemen terdiri atas tugas, rencana, progam, regulasi (ketentuan-ketentuan, 
limitasi, prosedur kerja dan sebgainya), dan pengendalian atau tindakan turun tangan. 
Untuk lebih rincinya, lihat uraian input. Esensi evaluasi pada input adalah untuk 
mendapatkan informasi tentang ketersediaan dan kesiapan input sebagai prasyarat 
untuk berlangsungnya proses.    
3. Proses 
Proses adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam MBS 
sebagai sistem, proses terdiri atas proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan 
kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, proses evaluasi 
sekolah, dan proses akuntabilitas. Dengan demikian, proses evaluasi pada proses 
adalah pemantauan (monitoring) penerapan MBS sehingga dapat ditemukan 
informasi tentang konsistensi atau inkonsistensi antara rancangan/desain MBS semula 
dan proses penerapan yang sebenarnya. Konsistensi antara rancangan dan proses 
pelaksanaan akan mendukung tercapainya sasaran, sedangkan inkonsistensi akan 
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menjurus pada kegagalan MBS. Dengan didapatkan informasi inkonsistensi tersebut, 
dapat dilakukan koreksi / pelurusan terhadap pelaksanaan. 
4. Output 
Output adalah hasil nyata dari pelaksanaan MBS. Hasil nyata yang dimaksud 
dapat berupa prestasi akademik (academic achievement) misalnya, nilai UAN, 
pringkat lomba karya tulis, dan prestasi non akademik (nonacademic achievement) 
misalnya, IMTAQ, kejujuran, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian, dan kerajinan. 
Fokus evaluasi pada output adalah mengevaluasi sasaran (immediate objectives) yang 
diharapkan (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai oleh MBS. Dengan kata lain 
sejuah mana hasil nyata sesaat sesuai dengan hasil/sasaran yang diharapkan, tentunya 
makin besar kesesuaiannya, makin besar pula kesuksesan MBS. 
5. Outcome 
Outcome adalah hasil MBS jangka panjang yang berbeda dengan output yang 
hanya mengukur hasil MBS sesaat/jangka pendek. Oleh karena itu, fokus evaluasi 
outcome adalah pada dampak MBS jangka panjang, baik dampak individual (tamatan 
SMP), institusional (SMP), dan sosialnya (masyarakat).Untuk melakukan evaluasi 
ini, pada umumnya di gunakan analisis biaya-manfaat (coast-benefit analysis). 
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E. Indikator Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah 
Suatu program biasanya memiliki indicator atau parameter tertentu yang 
dijadikan sebagai dasar penilaian tentang keberhasilan implementasinya. Dalam 
kerangka Program Manajemen Berbasis Sekolah, Bellen dkk menyebutkan indikator 
dariimplementasi Program ManajemenBerbasis Sekolah yang berhasil adalah sebagai 
berikut :37 
Tabel: 2.1. Indikator Keberhasilan Program Manajemen Berbasis 
Sekolah menurut Bellen dkk 
No. Dimensi Indikator 
1. Kepala Sekolah Transparan/Keterbukaan 
2. Kelas /Guru Pembelajaran Meningkat 
3. Kurikulum Fleksibel 
4. Partisipasi Masyarakat Keputusan (Kebijakan) bersama 
5. 
Dukungan Aparat Setempat Adanya dukungan kebijakan dari 
pemerintah setempat 
6. 
Organisasi Sekolah - Menyediakan manajemen dalam 
mencapai tujuan sekolah 
- Menyusun rencana dan merumuskan 
kebijakan untuk sekolah sendiri 
- Mengelolah kegiatan operasional 
sekolah 
- Adanya komunikasi yang efektif 
antara sekolah dan masyarakat 
- Menyelenggarakan partisipasi 
masyarakat 
- Menjamin terpeliharanya sekolah 
yang bertanggung jawab kepada 
masyarakat dan pemerintah 
7.  
Pengelolaan Sumber Daya 
Administratif 
- Mengidentifikasi sumber daya yang 
diperlukan dan pengalokasian sumber 
daya tersebut sesuia dengan kebutuhan 
- Mengelolah dana sekolah 
- Menyediakan dukugan administrasi 
                                                 
37 Bellen S. dkk., Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: UNESCO-UNICEF-DEPDIKBUD, 
1991), 
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- Mengelolah dan memelihara gedung 
dan prasarana lainnya 
8. 
Proses Belajar Mengajar - Meningkatkan kualitas belajar 
mengajar 
- Mengembangkan kurikulum yang 
cocok dengan kebutuhan peserta 
didik, masyarakat, dan sekolah 
- Menyelenggarakan pengajaran yang 
efektif 
- Menyediakan program pengembangan 
yang diperlukan peserta didik 
9. 
Kondisi Sumber Daya Manusia - Memberdayakan staf dan 
menempatkan personil yang dapat 
melayani keperluan peserta didik 
- Memilih staf yang memiliki 
manajemen berbasis sekolah 
- Menyediakan kegiatan untuk 
pengembangan prestasi pada semua 
staf 
- Menjamin kesejahteraan staf dan 
peserta didik 
- Menyelenggarakan forum atau diskusi 
untuk membahas kemajuan sekolah 
10. 
Peserta didik - Drop Out peserta didik menurun/tidak 
ada 
- Mengulang kelas menurun/tidak ada 
- Senang bersekolah/ senang belajar 
- Pembelajaran menjadi fokus utama 
- Semakin eksploratif, kreatif, inovatid 
dan integral 
Menurut Suparman, juga mengemukakan pandangannya mengenai berbagai 
dimensi yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Program Manajemen 
Berbasis Sekolah. Dimensi dimaksud merupakan dimensi-dimensi perubahan dari 
pola lama kepola Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu sebagai berikut :38 
                                                 
38 Eman Suparman, Manajemen Pendidikan Masa Depan (Jakarta: Balitbang Dikdasmen 
Depdikbud, 2002), h. 2 
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Table: 2.2 Dimensi perubahan dari pola lama ke pola program 
manajemen berbasisi sekolah 
No. DimensiAwal Arah DimensiAkhir 
1 Subordinasi Menuju Otonomi 
2 Pengambilan keputusan terpusat Menuju Keputusan partisipasi 
3 Ruang gerak kaku Menuju Ruang gerakluwes 
4 Pendekatanbirokratik Menuju Profesional 
5 Sentralistis Menuju Desentralisasi 
6 Diatur Menuju Motivasidiri 
7 Over regulasi Menuju Deregulasi 
8 Mengontrol Menuju Mempengaruhi 
9 Mengarahkan Menuju Menfasilitaskan 
10 Menghindariresiko Menuju Mengelolaresiko 
11 Penggunaan uangsemuanya Menuju Seefisien mungkin 
12 Informasiterpribadi Menuju Informasiterbagi 
13 Pendelegasian Menuju Pemberdayaan 
14 Organisasihierakhis Menuju Organisasimendatar 
Mengamati berbagai dimensi dan indicator yang disampaikan oleh Suparman  
maupun  Bellen  di  atas  maka   terlihat  bahwa   Program Manajemen Berbasis 
Sekolah mengarah pada 4 hal substantif, yaitu (1) manajemen   sekolah,  (2)   proses  
belajar   mengajar,   (3)   peran   serta masyarakat dan(4) dukungan birokrat 
pendidikan.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch) yang 
mengharuskan peneliti terjun langsung kelapangan dengan menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone 
B. Pendekatan Penelitian 
Untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang akan mengungkapkan dan 
menjelaskan permasalahan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif penulis 
gunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat 
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. 
C. Sumber Data 
Sumber   data   dalam   penelitian   adalah   dari   mana   data-data diperoleh. 
Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber  data  primer  adalah  sumber  
pertama dimana  data  dihasilkan. Sumber data sekunder adalah sumber data 
kedua sesudah sumber data primer39. Sumber data primer diperoleh dari 
informan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, staf dan 
                                                 
39 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press,2001), 
hal.33. 
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peserta didik. Sedangkan, sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari 
dokumentasi. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode yang penulis gunakan dalam pengumpulandata yang adalah 
sebagai berikut: 
1. Metode Observasi 
Di dalam pengertian psikologi, Observasi atau yang disebut dengan 
pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek yang 
menggunakan seluruh alat indra. Sedangkan di dalam artian penelitian, Observasi 
dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.40 Metode ini 
digunakan untuk mencari dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penerapan 
manajemen berbasis sekolah (MBS). 
2. Metode Interview 
Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 
(Interviewer ). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview bebas dimana 
pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga akan data apa yang akan 
dikumpulkan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kelengkapan informasi dan 
data secara lisan yang berupa keterangan-keterangan secara langsung dari subjek 
penelitian untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian 
                                                 
40
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 107. 
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yang berhubungan dengan pelaksanaan manajemen terhadap komponen-komponen 
sekolah. 
3. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari katanya Dokumen, yang artinya barang-barang 
tertulis. Di dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, noulen rapat, catatan 
harian dan sebagainya. Dokumen merupakan bukti tertulis yangmeliputi keadaan 
guru dan karyawan serta keadaan sarana dan prasaana. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran.41 Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara. Adapun pedoman 
wawancara disusun berdasarkan teorinya Mulyasa dengan aspek-aspek sebagai 
berikut: 
1. Manajemen tenaga kependidikan  
2. Manajemen keuangan dan pembiayaan 
3. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran 
4. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan 
5. Manajemen Humas 
                                                 
41 Eko Putro Widoyono, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2014). H. 51. 
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F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah kemudian diklasifikasikan 
untuk kemudian dianalisis guna memudahkan pembaca dalam memberi interprestasi. 
Selain itu juga dengan analisis ini dapat menyempitkan dan membatasi penemuan-
penemuan hingga menjadi data yang teratur, tersusun, dan lebih mempunyai arti. 
Dalam metode analisis data ini penulis menggunakan cara berfikir induktif 
yaitu suatu cara untuk menarik suatu kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta 
khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. “Menurut Bogdan, analisis 
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari 
hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 
dipahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.”42 
Berdasarkan pengertian tersebut, akhirnya ditentukan langkah-langkah 
analisis data sebagai berikut: 
a. Menelaah data yang berhasil dikumpulakan, yaitu data dari pengamatan, 
wawancara dan dokumentasi. 
b. Mengadakan reduksi data yaitu mengambil data yang sekiranya dapat diolah 
lebih lanjut. 
c. Menyusun data dalam satuan-satuan 
                                                 
42Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
h. 334. 
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d. Menafsirkan data kemudian mengambil kesimpulan secara induktif yaitu 
penarikan kesimpulan dengan cara berfikir berdasarkan fakta-fakta khusus, 
kemudian diarahkan kepada penarikan kesimpulan umum. 
G. Uji Keabsahan Data 
Teknik keabsahan data digunakan untuk mengetahui kevalidan data yang 
diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut: 
1. Perpanjangan Keikutsertaan 
Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian 
sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan akan 
meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti 
dapat mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran baik dari diri sendiri 
maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subyek. Dalam penelitian ini, 
peneliti akan melakukan   penggalian   data   selama   dua   minggu   dan   
perpanjangan keikutsertaan  selama  seminggu.  Jadi,  peneliti  melakukan  penelitian  
di tempat penelitian selama tiga minggu. 
2. Ketekunan Pengamatan 
Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur- unsur  
dalam situasi  yang  sangat  relevan  dengan  persoalan  yang  dicari kemudian 
memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, peneliti 
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tidak hanya mengamati tetapi juga mengikuti kegiatan yang dilakukan di SMA 
Negeri 1 Ajangale. 
3. Triangulasi 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu di luar data itu. Hal ini dilakukan untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu.  Dalam teknik ini, peneliti akan membandingkan data 
temuannya dengan berbagai sumber atau   metode.   Peneliti   akan   mengajukan   
beberapa   macam   variasi pertanyaan dan mengeceknya dengan berbagai sumber. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Sebagai  bahan pendahuluan pada bab ini, peneliti akan menerangkan terlebih 
dahulu tentang profil SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone sebagai tempat atau lokasi 
penelitian dan pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai 
hasil penelitian yang didapatkan di lokasi penelitian sesuai dengan judul atau pokok 
permasalahan yaitu Efektivitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA 
Negeri 1 Ajangale Kab. Bone sebagai berikut : 
A. Deskriptif  Lokasi Penelitian 
1. Identitas Sekolah 
Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone 
Nomor Statistik Sekolah : 301190701007 
Alamat Sekolah  : Jl. Ahmad  Yani Pompanua 
 Desa    : Pompanua 
 Kecamatan  : Ajangale 
 Kabupaten/Kota : Bone 
 Provinsi  : Sulawesi Selatan 
Status Sekolah  : Negeri 
Nilai Akreditasi Sekolah : 87,56 (A) 
Luas Lahan/Tanah : 25,417 m2 (sudah sertifikat) 
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Luas Halaman : 21,593 m2 
Visi : Unggul dalam prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman 
dan taqwa 
Misi  : a. Meningkatkan proses pembelajaran yang efektif. 
b. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan pengetahuan dibidang 
Teknologi Informasi Komunikasi 
c. Mengembangkan potensi peserta didik yang inovatif, kriatif dan sportif 
d. Meningkatkan pembinaan ekstrakurikuler bidang olahragadan seni 
budaya 
e. Meningkatkan pembinaan baca tulis Al-Quran 
f. Meningkatkan pengalaman ajaran agama yang dianut 
g. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kegiatan 
social 
4. Sejarah Sekolah 
SMA Negeri 1 Ajangale terletak di Jln. Ahmad Yani Kelurahan Pompanua 
Kec. Ajangale Kab. Bone. SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone dibuka pada tahu 1983 
dengan kepala sekolah pertama Drs. H. Abdur Rabbi dengan nama sekolah SMA 
Negeri Pompanua dan mengalami pergatian kepala sekolah lima kali sampai 
sekarang. 
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Sejak dibuka pada tahun 1983, SMA Negeri 1 Ajangale mengalami pasang 
surut.  Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
pada tahun 2004 SMA Negeri 1 Ajangale berubah nama dari SMA Negeri Pompanua 
menjadi SMU Negeri 1 Ajangale, kemudian pada tahun 2007 berubah nama menjadi 
SMA Negeri 1 Ajangale sampai sekarang.  
Pada tahun 2012, lewat piagam Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 
(BAN-S/M), SMA Negeri 1 Ajangale mendapat akreditasi A dengan nilai 87,56. 
Perkembangan demi perkembangan telah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Ajangale 
Kab.Bone hingga saat ini, hingga dikenallah namanya diseluruh lapisan 
masyarakat.Hal tersebut tidak terlepas dari usaha dan kerja keras oleh para pimpinan 
sekolah dan staf pengajar, serta pegawai tatu usaha di SMA Negeri 1 Ajangale 
Kab.Bone. 
Adapun nama-nama pimpinan sekolah SMA Negeri 1 Ajangale Kab.Bone 
yang telah banyak berjasa bagi perkembangan SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone 
sebagai berikut: 
a. Drs. H. Abdur Rabbi (1983 – 1999) 
b. Drs. H. Muhammad Hadrawi (1999 – 2004) 
c. Drs. H. Najamudding Mussu (2004 – 2007) 
d. Drs. H. Abd. Halim, M.Pd. (2007 – 2014) 
e. Ahmad AR., S.Pd. ( 2014 sapai sekarang) 
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5. Pendidik dan Tenaga Pendidik 
a. Data Pimpinan SMA  Negeri 1 Ajangale 
Tabel: 4.1 Nama-Nama Pimpinan SMA  Negeri 1 Ajangale 
No. Nama Gol Jabatan 
1 Ahmad. AR, S.Pd IV/b Kepala Sekolah 
2 Drs. Kamarudding IV/b Wakil Kepala Sekolah 
3 Muing, S.Pd, M.Pd IV/b Wakil Kepala Sekolah Kurikulum 
4. Drs. Kahar IV/b 
Wakil Kepala Sekolah 
Humas 
5. Abustang, S.Pd, M.M III/b 
Wakil Kepala Sekolah 
Sarana prasarana 
6. Basir, S.Pd III/c Bendahara sekolah 
7. Dra. Naisyah IV/b Kepala Perpustakaan 
8. A. Asdariyah, S.Pd, M.Pd IV/a Kepala Laboratorium 
9. Sudirman II/d Kepala Tata Usaha 
 
b. Data Staf  Tata Usaha 
Tabel: 4.2 Staf Tata Usaha 
 
No. Nama Gol Jabatan 
1 Sudarmin, S.E III/a GTT 
2 Abdul Hamid - GTT 
3 Jumasni, S.Kom - GTT 
4. Muh. Firdaus - GTT 
c. Data Guru SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone 
Tabel: 4.3 Data Guru SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone 
No. Nama NIP PNS/GTY GOL 
1. Dra. Hj. Darmi 19591231 198403 2 044 PNS IV/b 
2. Drs. Kamaruddin 18640302 198903 1 017 PNS IV/b 
3. Dra. Hj. St. aminah 19651231 199203 2 059 PNS IV/b 
4. Dra. Naisyah 19651115 199002 2 002 PNS IV/b 
5. Dra. Hj. St. Aminah, M.pd 19621231 198803 2 062 PNS IV/b 
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6. Drs. Muhammad Arsyad 19631207 199303 1 009 PNS IV/b 
7. Drs. Kahar 19641005 199203 1 011 PNS IV/b 
8. Muing , S.pd, M.Pd 19700203 199512 1 002 PNS IV/b 
9. Muhammad Anas, S.Pd 19651231 198812 1 013 PNS IV/b 
10. Dra. Hj. Aliyah 19651227 199403 2 009 PNS IV/b 
11. Hj. St. Ramlah, S.pd 19601231 198703 2 146 PNS IV/b 
12. A. Asdariyah, S.Pd, M.Pd 19700925 199512 2 003 PNS IV/b 
13. Rosdiana, S.Pd, M.Pd 19640207 198903 2 004 PNS IV/b 
14. Dra. Hj. Nurbaya 19651231 200012 2 007 PNS IV/a 
15. Sri Wahyuni, S.Pd  19771103 200604 2 010 PNS III/d 
16. St. Juweria, S.Pd 19660404 200604 2 016 PNS III/c 
17. A. Rahmawati, S.,Pd.i 19730326 200604 2 005 PNS III/d 
18. Basir, S.Pd 19820620 200904 1 001 PNS III/c 
19. 
DR. Haerani Halim, S.Pd, 
M.Pd 
19830214 201001 2 035 
PNS III/b 
20. Akbar Alamsyah, S.Pd 19850605 201001 1 030 PNS III/b 
21. Besse Rosnani Diana, S.Pd 19851027 201001 2 028 PNS III/b 
22. Abustang, S.Pd, M.M 19700522 199903 1 007 PNS III/b 
23. Sudirman, S.E, S.Pd 19770927 201412 1 001 CPNS II/a 
24. Agusnawati, S.Pd 19770817 201410 2 004 CPNS II/a 
25. Heriati Suhud, S.pd  GTT  
26. Abdul Latif, S.Ag  GTT  
27. Wirdani Ilyas, S.Pd,i  GTT  
28. Jumarni, S.E, S.Pd  GTT  
29. Sri Wahyuni, S.S  GTT  
30. Siti Aisyah, S.Pd  GTT  
31. Baharudding, S.Pd  GTT  
32. Lili ervina, S.Pd  GTT  
33. Alfi Syahr Yugas, S.Pd.i  GTT  
34. 
Trisna Sinta Optaviani, 
S.Pd 
 
GTT  
35. 
A. Dewi Purnamasari, 
S.Pd 
 
GTT  
36. Benni Ardi, S.Pd  GTT  
37. A.Kurniati, S.pd  GTT  
38. Resmawati, S.Pd  GTT  
39. A. Fatmawati  GTT  
40 Nuraini  GTT  
41. Wahyu, S.Pd  GTT  
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Berdasarkan pada daftar keterangan guru di atas, dapat diketahui bahwa 
sebagian besar guru atau tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Ajangale sudah 
memenuhi standar sebagai pendidik melihat terdapat 24 guru yang telah menjabat 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dari 41 guru yang ada.Sedangkan untuk guru-
guru honorer rata-rata sudah bergelar Strata I (S1) dan berasal dari ilmu 
pendidikan.Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa tenaga pendidik dalam 
hal ini guru yang ada di SMA Negeri 1 Ajangale rata-rata sudah mencapai standar 
dalam hal memenuhi kualifikasi sebagai guru. Namun di samping keterangan 
mengenai pemenuhan standar, tidak dapat dipungkiri bahwa guru-guru PNS yang 
sudah berusia lanjut akan kurang produktif dan mengalami penurunan dalam hal 
kualitasnya dalam mengajar. 
6. Fasilitas 
Tabel.4.4 Fasilitas SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone 
No Ruang 
Luas (m2) Luas (m2) 
Ruang 
Rata
-rata 
(m2) 
Total 
luas 
(m2) 
Jml 
baik 
Jml 
rusak 
sedang 
Jml 
rusak 
berat 
Jml Luas Total 
1. Ruang 
kelas 
   21   21 
1,38
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2. R. Kepala 
Sekolah 
   1   1 24  
3. R.Guru    1   1 120  
4. R. TU    1   1 24  
5. Lab. IPA    1   1 2,40  
6. Lab. 
Komputer 
   1   1   
7. R. Ibadah    1   1   
8. R.    1   1   
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Perpustaka
an 
9. Aula    1   1   
10. Toilet    3   3   
Mengenai keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di SMA Negeri 1 
Ajangale untuk menunjang proses pembelajaran peserta didik, peneliti memandang 
bahwa sarana dan prasarana sudah cukup memenuhi standar, mulai dari keadaan 
ruang kelas yang sangat memadai, kondusif dan nyaman diguanakan peserta didik 
untuk belajar karena terletak di dekat persawahan penduduk, sehingga udara dalam 
ruang kelas sangat mendukung peserta didik dalam belajar. Begitupula dengan 
keadaan ruangan lainnya. 
Sekolah ini juga menyediakan laboratorium IPA dengan perangkat, alat dan 
perlengkapan yang sudah cukup lengkap.Laboratorium komputer di sekolah ini juga 
dilengkapi dengan fasilitas informasi dan komunikasi. Namun dalam hal pengelolaan 
laboratorium, sekolah belum menyediakan seorang laboran khusus yang bertugas 
mengelola laboratorium secara profesional melainkan dikelolah sendiri oleh guru 
IPA. 
Mengenai keadaan ruang guru, sekolah ini menyediakan ruang guru yang 
cukup luas sehingga guru-guru dapat dengan leluasa berinteraksi dengan guru 
lainnya, serta melakukan aktivitasnya yang berkenaan dengan pendidikan.Begitupula 
dengan ruang kepala sekolah. 
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B. Hasil dan Pembahasan 
Penelitian yang berjudul efektivitas penerapan manajemen berbasis sekolah di 
SMA Negeri 1 Ajangale Kabupaten Bone ini dilakukan di Jalan Ahmad Yani 
Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 
Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara tidak terstruktur, 
serta teknik pengumpulan data pendukung lainnya, pada bab 4 peneliti menguraikan 
hasil penelitian lapangan yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ajangale secara 
deskriptif terkait dengan masalah penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 
Setelah melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Ajangale dan mengumpulkan 
semua data dan informasi yang terkait dengan penelitian, serta mengolah dan 
menganalisis data, hingga pada akhirnya peneliti menarik kesimpulan, maka 
selanjutnya peneliti menguraikan hasil penelitian yang dikaitkan dengan tujuan 
penelitian berdasarkan rumusan masalah. Berikut hasil penelitian mengenai 
efektivitas penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale Kab. 
Bone; 
1. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale Kab. 
Bone 
Menurut hasil penelitian, SMA Negeri 1 Ajangale telah menerapkan 
manajemen berbasis sekolah.Hal demikian dibuktikan melalui observasi awal peneliti 
dimana ditemukan bahwa beberapa konsep manajemen berbasis sekolah telah 
diterapkan di sekolah tersebut. Kemudian hal yang sama diutarakan oleh pengelolah 
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sekolah yang tidak lain adalah wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Ajangale yang 
menyatakan bahwa sekolah tersebut sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah 
dan penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale merupakan 
upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Ajangale sebagai sebuah institusi sekolah 
menengah untuk meningkatkan mutu sekolah dengan berdasarkan pada kebijakan 
sekolah.43 
Selanjutnya penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 
Ajangale dapat dilihat secara lebih spesifik pada komponen atau bagian dari ruang 
lingkup manajemen sekolah. Di SMA Negeri 1 Ajangale, manajemen berbasis 
sekolah mencakup beberapa komponen atau bagian, di antaranya: 
a. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan 
b. Pengelolaan peserta didik 
c. Pengelolaan kurikulum 
d. Pengelolaan keuangan 
e. Pengelolaan kehumasan 
Kelima komponen tersebut merupakan komponen yang menurut hasil 
penelitian sudah menjalankan konsep manajemen berbasis sekolah.Peneliti kemudian 
mengurai penerapan manajemen berbasis sekolah pada masing-masing komponen 
dalam satu bagian. 
                                                 
43Muing (46 tahun), Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ajangale Kab.Bone, Wawancara, 
Pompanua Kec. Ajangale Kab. Bone, 30 Januari 2016. 
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Berikut gambaran penerapan manajemen berbasis sekolah pada setiap 
komponen; 
a. Penerapan manajemen berbasis sekolah pada manajemen pendidik dan tenaga 
tenaga kependidikan 
Keberadaan tenaga kependidikan di tengah-tengah lembaga pendidikan tidak 
dapat kita kesampingkan akan peran dan fungsinya yang sangat membantu kegiatan 
dan program-program sekolah. Hal tersebut menunjukkan hampir 50% peningkatan 
mutu pelayanan pendidikan berada di tangan dan pundak mereka.Oleh karena itu 
kepala sekolah sebagai pemimpin utama harus mampu mengatur dan mengelola 
keberadaan mereka dengan sebaik mungkin agar berjalan efektif dan efisien. 
Manajemen tenaga kepandidikan atau manajemen personalia pendidikan 
bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien 
untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. 
Sehubungan dengan hal itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan 
adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai 
tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, 
memaksimalkan perkembangan karir tenaga kependidikan, serta menyelaraskan 
tujuan individu dan organisasi.44 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, peneliti menemukan 
informasi bahwa dalam manajemen tenaga kependidikan atau yang lebih dikenal 
dengan istilah manajemen SDM sekolah atau manajemen personalia sekolah, di SMA 
                                                 
44 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 42 
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Negeri 1 Ajangale telah dilaksanakan manajemen berbasis sekolah yang langsung 
ditangani oleh Kepala Sekolah. 
Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa terkait dengan 
konsep manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada manajemen 
berbasis sekolah, di sekolah tersebut terdapat tanda jika konsep manajemen berbasis 
sekolah dalam hal manajemen tenaga pendidik dan kependidikan sudah ada.Kriteria 
umum dan mendasar ialah pendidik atau guru yang terdapat di sekolah tersebut rata-
rata sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi guru dilihat dari latar belakang dan 
tingkat pendidikan, serta jabatan yang dimiliki.Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 
informasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di halaman sebelumnya. 
Namun peneliti tidak menemukan konsep manajemen berbasis sekolah untuk 
beberapa kriteria lainnya sehingga nantinya akan diperjelas dalam pembahasan 
efektivitas penerapannya. 
b. Penerapan manajemen berbasis sekolah pada manajemen peserta didik 
Salah satu bidang operasional manajemen berbasis sekolah adalah  
manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik 
mencakup pengelolaan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan 
peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari 
sekolah. Pengelolaan peserta didik meliputi aspek yang luas yang secara operasional 
dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses 
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pendidikan, bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik.45 Manajemen 
peserta didik melupiti aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat digunakan 
untuk  membantu  kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik 
melalui proses pendidikan sekolah.46 
Adapun pelaksanaan manajemen peserta didik di SMA Negeri 1 Ajangale 
Kab. Bone sebagai berikut: 
1) Rekruitmen dan seleksi peserta didik 
Berdasarkan peraturan pemerintah kab. Bone bahwa sekolah tidak boleh 
menolak peserta didik selama sekolah memiliki daya tampung dan tenaga pendidik 
yang  memadai dan juga kebijakan dari pemerintah pusat bahwa barang siapa yang 
memiliki kartu Indonesia pintar berhak diterima sekolah. SMA Negeri 1 Ajangale 
Kab.Bone  dalam proses rekruitmen dan seleksi peserta didik tidak menetapkan 
stadarisasi, adapun standarisasi yang ditetapkan sebelumnya dialihkan pada 
penempatan atau pembagian  kelas. Berikut penuturannya: 
Sekolah tidak membatasi  penerimaan peserta didik baru, karena ada peraturan  
pemerintah  kab. Bone, bahwa sekolah  tidak boleh menolak  peserta didik 
selama sekolah memiliki daya tampung dan kesiapan tenaga pendidik ada, 
serta kebijakan dari pusat bahwa barang siapa yang memiliki kartu Indonesia 
Pintar berhak diterima sekolah, adapun  standarisasi yang dulunya ditetapkan 
sekolah untuk membatasi penerimaan peserta didik baru dialihkan pada 
penempatan kelas nantinya.47 
                                                 
45 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,h. 40. 
46 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 
Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 207 
47Muing (46 tahun), Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone, Wawancara 
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2) Orientasi 
Orientasi peserta didik (siswa baru) adalah kegiatan penerimaan peserta didik 
dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan.Situasi dan kondisi ini 
menyangkut lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah.Lingkungan fisik 
sekolah seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olah raga, gedung dan 
perlengkapan sekolah serta fasilitas lainnya yang disediakan lembaga.Sedangkan 
lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga TU, teman 
sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan sekolah pagi peserta 
didik serta kegiatan-kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada dilembaga.48 
Pelaksanaan orientasi atau masa orientasi siswa (MOS) di SMA Negeri 1 
Ajangale Kab.Bone diadakan oleh OSIS dibawah pengawasan Pembina OSIS yang 
biasanya dilaksanakan selama sepekan. Berikut penuturannya; 
Setiap penerimaan siswa baru, sekolah selalu mengadakan MOS pada minggu 
pertama masuk sekolah yang merupakan rangkaian kegiatan OSIS dibawah 
pengawasan Pembina OSIS.49 
3) Penempatan Peserta Didik 
Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan 
(sekolah) mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan 
                                                 
48 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 
Pendidikan, h. 210. 
49Muing (46 tahun), Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone, Wawancara 
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dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang 
dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar didasarkan kepada sstem kelas.50 
Penempatan peserta didik di SMA Negeri 1 Ajangale Kab.Bone menggunakan 
standarisasi berdasarkan nilai test yang di adakan sekolah. Berikut penuturannya; 
Test yang dulunya dilaksanakan untuk melakukan penyeleksian peserta didik 
sekarang ini kami alihkan untuk penempatan atau pembagian kelas peserta 
didik, dikarenakan peraturan pemerintah kabupaten.51 
4) Pembinaan dan Pengembangan Peserta Dididk 
Langkah berikut adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik. Hal 
tersebut dilakukan dengan tujuan  peserta didik mendapatkan pengalaman belajar 
untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan 
pengetahuan dan pengalaman belajar, peserta didik tidak hanya melakukan 
pebelajaran di kelas, tapi juga harus melakukan berbagai kegiatan di luar 
kelas.Kegiatan di luar kelas itu biasanya disebut dengan ekstrakurikuler yang di 
adakan oleh sekolah. Berikut hasil wawancara tentang kegiatan ekstrakurikuler di 
SMA Negeri 1 Ajangale; 
 Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu wadah peserta didik untuk 
mengembangkan bakat mereka.Di sini kami memiliki beberapa kegiatan 
ektrakurikuler diantaranya MPK (Majelis Perwakilan Kelas), PMR (Palang 
Merah Remaja) dan juga Pramuka yang bekerjasama dengan OSIS.52 
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Pemaparan tersebut dibenarkan oleh salah satu siswa SMA Negeri 1 Ajangale 
yang tidak lain adalah pengurus OSIS. Berikut penuturannya; 
Kegiatan eksrakurikuler yang diadakan sekolah sangat bagus, karena melalui 
kegitan itu kami sebagai siswa dapat menyalurkan bakat dan juga hobi.Saya 
senang mengikuti kegiata ekstrakurikuler terutama bidang Kepramukaan.53 
Dari uraian manajemen peserta didik di atas, peneliti berkesimpulan bahwa 
konsep manajemen berbasis sekolah pada manajemen peserta didik sudah terlaksana 
di SMA Negeri 1 Ajangale. 
c. Penerapan manajemen berbasis sekolah pada pengelolaan kurikulum 
Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari MBS. 
Manajemen kurikulum mencakup segala hal  yang  berkaitan dengan kurikulum mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penilaian kurikulum. Departemen 
Pendidikan Nasional pada umumnya telah melakukan perencanaan dan 
pengembangan kurikulum nasional pada tingkat pusat.Maka dari itu, sekolah 
memiliki peranan penting dalam merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum 
tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu, sekolah juga memiliki 
wewenang untuk mengembangkan kurikulum muatan  lokal sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan lingkungan setempat.54 
Penerapan konsep manajemen berbasis sekolah pada aspek kurikulum di 
sekolah tersebut sudah dapat dilihat dari kebijakan yang diberikan pemerintah kepada 
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54 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,h. 39. 
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sekolah mengenai kepemilikan otoritas dalam pengembangan kurikulum sekolah 
sesuai kebutuhan dan orientasi sekolah. Namun pada hasil penelitian, peneliti 
menemukan bahwa penerapan konsep manajemen berbasis sekolah dalam hal 
kurikulum lebih dominan pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikulernya daripada 
pengembangan kurikulum yang fokus pada mata pelajaran seperti muatan loka atau 
yang lainnya.Rinciannya dapat dilihat pada efektivitas penerapan manajemen berbasis 
sekolah dalam manajemen kurikulum di pembahasan selanjutnya. 
d. Penerapan manajemen berbasis sekolah pada manajemen keuangan 
Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, dikembangkannya manajemen 
berbasis sekolah menuntut terjadinya perubahan dalam manajemen sekolah, termasuk 
manajemen keuangan. Menurut Rugaiyah dan Sismiati, manajemen keuangan adalah 
kegiatan mengelolah dana untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan secara efektif dan 
efisien. Dalam mengelolah keuangan harus dilakukan dengan menganut sistem 
transparan, akuntabel, responsible, relevan, efektif dan efisien.Manajemen keuangan 
meliputi perencanaan financial, pelaksanaan dan evaluasi.55 
Sejalan dengan teori diatas pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Ajangale 
dilakukan secara transparan, akuntabel, responsible, relevan, efektif dan efisien. 
Adapun perencanaan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 
sekolah ini dikembangkan sendiri oleh sekolah akan tetapi tidak terlepas dari 
pedoman yang diberikan pemerintah.  
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Berikut penuturannya; 
Selama ini pihak sekolah cukup transparan dalam pengelolaan keuangannya, 
adapun perencanaan RAPBS dikembangkan sendiri oleh sekolah berdasarkan 
juknis yang diberikan oleh pemerintah.56 
e. Penerapan manajemen berbasis sekolah pada manajemen kehumasan 
Kegiatan humas di SMA Negeri 1 Ajangale dikordinir oleh kepala sekolah 
bidang Kehumasan.Kegiatan humas meliputi kerjasama dengan masyarakat dalam hal 
pengelolaan sekolah, seperti pembangunan gedung dan infrastruktur lainnya, 
pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan, serta pemanfaatan fasilitas untuk 
kebutuhan kedua belah pihak. 
SMA Negeri 1 Ajangale memiliki Komite yang anggotanya diambil dari 
anggota masyarakat di sekitar sekolah dengan latar belakang yang berbeda-beda, 
seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, orang tua siswa, serta 
dari pihak sekolah termasuk anggota Osis. Berikut Penuturannya; 
Seperti sekolah-sekolah lain pengawasan program yang diadakan sekolah 
dikontrol oleh komite sekolah.Adapun keanggotaan komite sekolah diambil 
dari tokoh-tokoh masyarat, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk juga dari 
pihak sekolah.57 
Kegiatan komite dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat untuk 
membahas masalah perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta aktivitas 
sosial yang melibatkan peran sekolah atau kegiatan sekolah yang memerlukan 
partisipasi masyarakat.Anggota komite di SMA Negeri 1 Ajangale tergolong aktif 
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dalam kegiatan sekolah, melihat pihak sekolah tidak terlalu tertutup dalam hal 
pengelolaannya dan pihak masyarakat diberikan ruang dalam mengemukakan 
pendapat serta membantu pengelolaan sekolah, yang sifatnya masih dibatas 
kewajaran. Intinya ialah kegiatan kehumasan hanya difokuskan pada komite sekolah 
sehingga ada beberapa hal lain yang menjadi objek kajian kehumasan yang belum 
disentuh oleh kehumasan di sekolah ini. 
2. Efektivitas Penerapan Manajemen Berbasis  Sekolah di SMA Negeri 1 
Ajangale 
a. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan 
Pada pembahasan awal, peneliti telah menjelaskan bahwa penerapan konsep 
manajemen berbasis sekolah masih pada tahap dasar dan baru berpijak pada kriteria 
dasar yang paling sederhana.Maka dari itu peneliti memandang bahwa ada sebagian 
besar konsep manajemen berbasis sekolah yang belum diterapkan atau masih dalam 
perencanaan. Uraian di bawah akan menggambarkan efektivitas penerapan 
manajemen berbasis sekolah pada bagian pendidik dan tenaga kependidikan. 
Keadaan guru di SMA Negeri 1 Ajangale dalam hal pengembangan 
profesinya, belum ada program khusus yang sifatnya reguler dan berkelanjutan 
seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan hanya akan 
dilaksanakan jika terdapat perintah atau panggilan dari pemerintah dan melalui 
panggilan tersebut, hanya beberapa guru yang dapat mengikuti pendidikan dan 
pelatihan berhubung jumlah peserta yang diberikan kesempatan sangatlah terbatas. 
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Selanjutnya terkait dengan masalah profesionalisme guru dalam mengajar, di 
SMA Negeri 1 Ajangale rata-rata memiliki guru-guru yang sudah senior dan 
berpengalaman, akan tetapi tidak mampu memperoleh layanan pengembangan profesi 
berhubung kondisi guru yang sudah tidak mampu lagi dipaksakan untuk mengikuti 
pendidikan dan pelatihan karena faktor umur. Sehingga dalam hal metode pengajaran 
yang dilaksanakan di kelas, guru cenderung lebih banyak menggunakan metode 
pengajaran konvensional seperti ceramah, dimana guru lebih aktif daripada siswa. 
Selain daripada keadaan guru senior yang sulit untuk dikembangkan, SMA 
Negeri 1 Ajangale juga memiliki beberapa guru baru, baik PNS maupun 
honorer.Kendala guru ini dalam mengajar ialah kurangnya pengalaman, sehingga 
pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan lebih banyak diarahkan untuk guru-
guru yang masih muda yang dipandang masih sangat produktif dan dapat 
dikembangkan. 
Kemudian dalam hal pembinaan staf yang meliputi tata usaha dan tenaga 
administrasi lainnya, belum ada program atau kegiatan dalam hal meningkatkan 
kinerja staf.Staf tata usaha bekerja sesuai dengan tupoksi dan perintah dari kepala 
sekolah secara manual dan belum terlalu dilengkapi dengan fasilitas yang cukup 
modern dalam mendukung segala aktivitas tenaga administrasi. 
Mengenai pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal ini 
guru dan staf, belum ada pembagian tugas khusus kepada guru ataupun staf, kecuali 
guru yang sekaligus memegang jabatan khusus seperti kepala sekolah dan 
sebagainya. Guru dan pegawai di sekolah ini bekerja hanya secara konvensional yaitu 
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sebagai pendidik dan pengelola sekolah. Peneliti pun sempat memberikan saran 
kepada wakil kepala sekolah agar kiranya membentuk suatu program khusus bagi 
guru dan staf, misalnya guru dijadikan sebagai pembina sebuah organisasi siswa, dan 
organisasi tersebut dilaksanakan dengan rutin, atau membuat suatu program yang 
sifatnya produktif seperti membuat olahan kerajinan tangan atau sejenisnya, yang 
dibina langsung oleh guru-guru dan nantinya akan bernilai ganda yaitu sebagai media 
pembelajaran mata pelajaran muatan lokal yang muatannya dikembangkan sendiri 
oleh sekolah, juga produktif dan memberi keuntungan materil dan dapat menambah 
nilai aset (modal) sekolah untuk digunakan dalam pengembangan selanjutnya. Akan 
tetapi dikarenakan keterbatasan biaya dan adanya hal lain yang lebih penting dan 
mendesak untuk dikerjakan, sehingga pemikiran sekolah terhadap rencana tersebut 
masih belum dapat diaktualisasikan. 
Selanjutnya dalam hal pemberian penghargaan kepada guru atau pegawai 
yang berkinerja baik juga belum dilaksanakan di sekolah secara mandiri, biasanya 
pemberian penghargaan diselenggarakan oleh pihak pemerintah dan pihak sekolah 
hanya berperan sebagai perantara dan menyampaikan informasi mengenai kinerja 
guru atau pegawainya yang berkinerja baik. 
Dalam hal pengangkatan tenaga pendidik dan pegawai tambahan, sekolah ini 
tidak sepenuhnya memakai otoritas sendiri dalam hal pengelolaannya.Sekolah hanya 
membuat semacam proposal yang berisi jumlah kebutuhan guru atau pegawai 
kemudian diajukan ke pemerintah mengikuti alur prosedur. Dalam hal penambahan 
pegawai, sekolah tidak terlalu mempermasalahkan ataupun fokus pada hal tersebut, 
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karena pihak sekolah berpendapat bahwa jumlah tenaga pendidik maupun pegawai 
sudah cukup memadai, akan tetapi menurut analisis peneliti dan pengamatannya, 
masih perlu diadakan penambahan pegawai untuk ditempatkan di bidang tata usaha, 
kemudian merincikan tugas dan fungsi pegawai lebih spesifik, sehingga kepala tata 
usaha dan pegawai di bawahnya tidak terlalu kewalahan dalam mengerjakan 
tugasnya. 
Untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan SDM sekolah, 
seperti penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi dan bidang keahliannya sudah 
terlaksana hampir sepenuhnya, hanya beberapa yang masih belum memenuhi 
kualifikasi namun juga ditempatkan pada tugas yang sepadan dengan keahliannya. 
Mutasi guru dari satu posisi ke posisi lain juga sudah didasarkan pada analisis jabatan 
yang langsung dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Untuk tenaga kependidikan dalam hal ini pegawai belum 
pernah dilakukan mutasi sehingga belum ada prosedur atau acuan khusus. 
Terkait dengan pelaksanaan tugas pimpinan sekolah dan jajarannya di antara 
adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 
wakil kepala sekolah bidang humas, dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 
prasarana. 
Pertama, kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru serta 
wakil kepala sekolah, kepala sekolah SMA Negeri 1 Ajangale yang masih terbilang 
baru menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini, sudah menguasai segala aspek 
dan informasi mengenai SMA Negeri 1 Ajangale, begitupun dengan pelaksanaan 
63 
 
tugasnya. Kepala sekolah dipandang layak dan mampu mengelola sekolah dengan 
baik serta merupakan figur yang teladan di mata para bawahannya. 
Kedua, wakil kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, 
wakil kepala sekolah selain membantu tugas kepala sekolah, peneliti berkesimpulan 
bahwa wakil kepala sekolah sangat memahami betul mengenai apa yang ada di SMA 
Negeri 1 Ajangale, mulai dari masalah kesiswaan, guru dan pegawai, sarana 
prasarana, hingga pada pengelolaan administrasi dan ke tata usahaan. 
Ketiga, wakil kepala sekolah bidang kurikulum.Dalam pelaksanaan tugasnya, 
pengelolaan kurikulum langsung dikelola oleh wakil kepala sekolah bidang 
kurikulum dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru.Kinerjanya dinilai 
cukup memuaskan melihat sistem yang ditentukan selalu berjalan sesuai rencana dan 
jarang mengalami kesalahan. 
Keempat, wakil kepala sekolah bidang humas.Berhubung sekolah berlokasi di 
desa, pelaksanaan kehumasan dinilai sangat baik.Kemampuan wakil kepala sekolah 
bidang kehumasan dalam melibatkan anggota masyarakat dalam berpartisipasi dalam 
pengembangan sekolah sangat menunjang sekolah dalam kelancaran pengelolaannya. 
Kelima, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana.Sekolah ini 
sementara masih ada pembangunan gedung.Kegiatan tersebut tentunya dikelola 
langsung oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana.Melalui pengamatan 
keadaan sarana prasarana sekolah yang terpelihara dengan baik, peneliti 
berkesimpulan bahwa tugas wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana sudah 
dijalankan dengan baik. 
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Selanjutnya, mengenai efektivitas pelaksanaan tugas pegawai lainnya seperti 
pengelola perpustakaan, laboratorium dan tata usaha juga sudah terlaksana 
sebagaimana mestinya mengingat fungsi-fungsi dan tugas atasan telah terlaksana 
dengan baik pasti akan memberi dampak pada bawahannya. 
Namun peneliti tidak menemukan adanya pengelolaan terstruktur mengenai 
bidang bimbingan dan konseling (BK) di profil sekolah, tetapi pada hasil wawancara, 
informan menyatakan bahwa ada bidang yang menangani bimbingan dan 
konseling.Maka peneliti berkesimpulan bahwa perlu dilakukan perincian tugas yang 
jelas dan akurat serta terstruktur melalui analisis tugas pokok dan fungsi yang ada di 
sekolah. 
b. Manajemen peserta didik 
Setelah memperhatikan penerapan konsep manajemen berbasis sekolah di 
bidang peserta didik, sudah dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan peserta didik 
dilaksanakan langsung oleh pihak sekolah, mekanisme pelaksanaannya juga diatur 
oleh pihak sekolah dan didasarkan pada batas dan anjuran pemerintah. Akan tetapi, 
mengenai kualitas atau yang lebih tepatnya adalah jenis layanan yang disediakan 
masih tergolong sederhana sehingga belum ada  model pelayanan peserta didik yang 
khusus disediakan. Perlu dilakukan peningkatan yang sifatnya lebih berorientasi pada 
kebutuhan sekolah dalam hal pengembangan pelayanan kepada peserta didik dengan 
menjadikan kebutuhan peserta didik sebagai pusat perhatian dalam merencanakan 
sebuah pengembangan yang nantinya akan menjadi kebiasaan dan menjadi budaya 
yang baik serta cirri khas sekolah dalam mengelola peserta didik. 
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c. Manajemen kurikulum 
Berdasarkan hasil wawancara, SMA Negeri 1 Ajangale Kab.Bone 
menerapkan kembali kurikulum KTSP setelah menerapkan kurikulum 2013 selama 
satu semester. Berikut penuturannya: 
 Sekolah pernah menerapkan kurikulum 2013 selama satu semester, setelah 
Anis Baswedan menjadi menteri dan memberhentikan penerapan kurikulum 
2013, sekolah kembali menerapkan kurikulum KTSP.58 
 Pernyataan diatas dibenarkan oleh salah satu tenaga pendidik, bahwa saat ini 
SMA Negeri 1 Ajangale Kab.Bone kembali menerapkan kurikulum KTSP untuk 
pelaksanaan pembelajaran. Berikut penuturannya: 
 Setelah kurikulum 2013 diberhentikan, proses pembelajaran kembali 
dikembangkan sesuai dengan pengembangan kurikulum KTSP, mulai dari 
program tahunan (PROTA), program semester (PROSEM), sampai rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP).59 
 Hal tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti, bahwa pelaksanaan 
pembelajaran di SMA Negeri 1 Ajangale Kab.Bone mengacu pada pengembangan 
kurikulum KTSP mulai dari penyusunan program tahunan (PROTA), penyusunan 
program semester (PROSEM), serta penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) sampai pada proses pembelajaran. 
 Dalam manajemen kurikulum, untuk mencapai hasil yang maksimal, 
pengembangan kemampuan peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, 
tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara terintegrasi dalam 
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mencapai tujuan kurikulum.Sesuai dengan uraian tersebut SMA Negeri 1 Ajangale 
Kab.Bone mengembangkan kemampuan peserta didiknya tidak hanya melalui 
kegiatan intrakurikuler tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler.Berdasarkan hasil 
pengamatan peneliti hal tersebut ditandai dengan adanya beberapa kegiatan 
ekstrakurikuler yang dinaungi oleh oraganisasi intra sekolah (OSIS). 
Namun agar manajemen kurikulum dapat memberikan kontribusi terhadap 
efektivitas penerapan konsep manajemen berbasis sekolah di sekolah ini, sebaiknya 
tidak hanya difokuskan kepada kegiatan ekstrakulikuler saja.Di dalam konsep 
pengembangan kurikulum sekolah, ada banyak hal yang dapat dilakukan agar 
kurikulum tersebut dikembangkan berdasarkan kebutuhan sekolah dan dapat menjadi 
ciri khas sekolah. 
d. Manajemen keuangan 
Rinciannya ialah sekolah ini menyusun dan mengembangkan pedoman 
pengelolaan biaya investasi dan operasionalisasi dalam hal ini RAPBS yang mengacu 
pada standar pembiayaan, dimana di dalamnya telah dimuat sumber pemasukan, 
pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola. Kemudian juga berisi penyususnan dan 
pencairan anggaran, penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional. Serta 
pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran yang 
nantinya akan dilaporkan ke pemerintah atau institusi di atas, yaitu Dinas Pendidikan. 
Pengelolaan keuangan sebenarnya tidak sepenuhnya diputuskan oleh komite 
sekolah. Fungsi komite sekolah masih terbatas sebagai  perumus kebijakan dan media 
dalam membicarakan pengelolaan biaya pembangunan infrastruktur sekolah. 
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Sehingga perlu dilakukan pengembangan fungsi komite sekolah agar kiranya 
pengelolan keuangan sekolah akan menjadi lebih mudah. Meskipun begitu, seirama 
dengan pernyataan hasil wawancara di atas bahwa pengelolaan keuangan sekolah 
sangat transparan dan akuntabel.Pengelolaan keuangan dalam hal ini biaya investasi 
maupun operasional rutin disosialisasikan kepada warga sekolah dan anggota komite 
sekolah. 
e. Manajemen kehumasan 
Pertemuan anggota komite dijadwalkan rutin setiap bulan sekali, demi 
terjalinnya komunikasi intensif serta masyarakat dapat memperoleh informasi terkini 
dari sekolah terkait  dengan permasalahan atau kendala yang sedang dialami sekolah. 
Tidak sedikit masalah yang telah diselesaikan bersama oleh pihak sekolah melalui 
partisipasi. 
Kekurangan dari pada kegiatan komite di SMA Negeri 1 Ajangale ialah belum 
ada rencana mengenai program yang sifatnya inovatif, keanggotaan komite 
cenderung pada kegiatan sederhana yang sifatnya repetitive dan biasanya hanya pada 
masalah pengelolaan keuangan. Hal tersebut dikarenakan anggota komite belum 
terlalu memahami konsep manajemen berbasis sekolah, sehingga berdasarkan 
keterangan dari wakil kepala sekolah bidang Kehumasan mengatakan bahwa masih 
sangat perlu dilakukan pemberian pemahaman mengenai konsep manajemen berbasis 
sekolah kepada anggota mayarakat terkhusus pada anggota Komite, agar kiranya 
dapat menerapkan konsep MBS di sekolah melalui pengadaan program atau kegiatan 
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yang sifatnya produktif dan inovatif yang dapat meningkatkan mutu SMA Negeri 1 
Ajangale ke depannya. 
Peran masayarakat dalam pengelolaan sekolah kurang nampak disebabkan 
jarangnya dilaksanakan program yang mampu melibatkan masyarakat secara aktif 
dalam kegiatan tersebut.Biasanya masyarakat hanya berpartisipasi dalam kegiatan 
tahunan seperti kegiatan keagamaan, hari-hari raya, dan sejenisnya. 
Dalam pengelolaan akademik sekolah, peneliti tidak menemukan adanya 
partisipasi aktif dari masyarakat.Campur tangan masyarakat terhadap permasalahan 
akademik masih sangat dibatasi karena pihak sekolah memandang bahwa banyak 
kegiatan tertentu dalam akademik yang tidak perlu diketahui atau diintervensi pihak 
luar, alasannya ialah pihak sekolah masih sanggup dalam menangani permasalahan 
akademid dan sudah menjadi aturan yang ditetapkan kalau setiap sekolah memiliki 
batas privasi yang sifatnya rahasia. 
Selain dari kegiatan akademik, kemitraan sekolah juga masih perlu 
ditingkatkan.kehumasan belum terlalu memperhatikan masalah kemitraan dengan 
pihak luar. Kemitraan hanya terjalin dengan pemerintah, itupun juga hanya berujung 
pada masalah pengelolaan keuangan sekolah yang sifatnya sederhana. Belum ada 
kemitraan dengan pihak luar seperti pihak perguruan tinggi atau swasta, perusahaan, 
sekolah lain, atau pihak lainnya yang dapat membantu sekolah dalam pemenuhan 
kebutuhan, misalnya kemitraan dengan perguruan tinggi untuk menyalurkan lulusan 
ke jenjang perguruan tinggi, perusahaan untuk menyalurkan lulusan sebagai penyedia 
tenaga kerja, sekolah lain sebagai mitra kerjasama dalam kebutuhan pendidikan, atau 
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mitra sebagai penyalur peserta didik yang berprestasi untuk mengikuti olimpiade atau 
kejuaraan yang akan membawa nama baik sekolah. Oleh karena itu, pengembangan 
fungsi kehumasan di SMA Negeri 1 Ajangale masih sangat perlu dilakukan demi 
menunjang kelancaran dan keberhasilan pendidikan. 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penerapan Manajamen 
Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale 
Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale 
Kab. Bone terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut: 
a. Faktor Pendukung  
Faktor pendukung dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA 
Negeri 1 Ajangale Kab. Bone secara umum antara lain: 
1) Kondisi madrasah jauh dari pusat keramaian, sehingga proses 
pembelajaran berjalan kondusif. 
2) Kepercayaan dan animo masyarakat yang tinggi, khususnya orang tua 
dalam menyekolahkan putra putrinya di SMA Negeri 1 Ajangale Kab. 
Bone. 
3) Adanya kerjasama yang baik antara para guru dan staf dalam kegiatan 
sekolah.  
4) Adanya sarana prasarana yang memadai.  
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5) Tercitanya hubungan yang baik antara madrasah dengan pengurus komite 
dalam usaha memajukan program madrasah. 
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b. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA 
Negeri 1 Ajangale Kab. Bone secara umum antara lain: 
1) Dalam proses pembelajaran, peserta didik masih sulit untuk diajak aktif. 
2) Kurang maksimal dalam penggunaan fasilitas atau peralatan yang dimiliki 
madrasah sebagai pendukung media pembelajaran. 
3) Sebagian kecil dari orang tua peserta didik acuh terhadap kebijakan sekolah. 
4) Tidak semua buku yang ada di perpustakaan bisa dipinjam peserta didik, 
karena jumlah buku terbatas, sehingga buku tersebut hanya bisa dipinjam 
pada saat pembelajaran berlangsung dan dikembalikan pada saat pembelajaran 
berakhir.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari seluruh pembahasan dan pemaparan terhadap pokok permasalahan yang 
diajukan dalam skripsi dengan berdasarkan pada data hasil penelitian beserta proses 
penganalisaan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone 
ditrapkan dengan mengutamakan manajemen komponen sekolah diantaranya 
manajemen tenaga kependidikan, manajemen kurikulum, manajemen peserta 
didik, manajemen keuangan dan manajemen humas. 
2. Penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA Nengeri 1 Ajangale 
dilaksanakan secara konfensional dan masih dibawah standar. Dalam hal ini 
dapat dikatakan bahwa penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA 
Negeri 1 Ajangale masih belum efektif. 
3. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale  
Kab. Bone yang menjadi faktor penghabat utamanya adalah masih kurangnya 
pemahaman tentang konsep manajemen berbasis sekolah di kalangan anggota 
masyarakat dalam hal ini keanggotaan komite, akan tetapi demi peningkatan 
mutu SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone selalu memiliki motivasi yang besar 
untuk tetap berkembang.  
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan manajemen 
berbasis sekolah seperti yang telah dikemukakn dalam hasil dan pembahasan, 
akhirnya dapat disampaikan salam sebagai berikut: 
1. Bagi pihak sekolah, perlu adanya perhatian serta dukungan yang lebih agar 
segala hal yang tercapai selama ini bisa dipertahankan atau ditingkatkan. 
Adapun pada aspek tertentu seperti di bidang manajemen tenaga kepandidikan 
dan manajemen humas masih diperlukan perhatian dan pengembangan yang 
maksimal. 
2. Bagi kepala sekolah agar lebih mengembangkan kemampuan manajerialnya 
demi keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah.  
3. Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam penerapan 
manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Aspek  Pertanyaan 
Manajemen pendidik dan tenaga 
kependidikan 
1. Bagaimana manajemen pendidik dan 
tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 
Ajangale Kab. Bone? 
2. Apakah terdapat pelatihan dan 
pengembangan profesionalisme guru? 
3. Bagaimana bentuk pelatihan dan 
pengembangan profesionalisme guru? 
Manajemen Peseerta Didik 
1. Bagaimana manajemen peserta didik di 
SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone? 
2. Apakah terdapat standar dalam 
penerimaan peserta didik? 
3. Bagaimana bentuk pembinaan dan 
pengembangan peserta didik? 
Manajemen Kurikulum 
1. Bagaimana manajemen kurikulum di 
SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone? 
2. Kurikulum apa yang diterapkan? 
3. Bagaimana pelaksanaan kurikulum? 
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Manajemen Keuangan 
1. Bagaimana manajemen keuangan di SMA 
Negeri 1 Ajangale Kab. Bone? 
2. Apakah dalam perencanaan anggaran 
dilakukan sendiri oleh sekolah? 
3. Apakah dalam peruntukan anggaran 
ditentukan langsung dari pemerintah atau 
dilakukan sendiri oleh sekolah? 
Manajemen Humas 
1. Bagaimana partisipasi masyarakat 
terhadap program sekolah? 
2. Apa bentuk partisipasi masyarakat 
terhadap sekolah? 
3. Apakah ada komite sekolah? 
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